


KEMANFAATAN HUKUM

MELALUI MEDIASI

Dalam buku ini, kita menjelajahi lanskap mediasi dalam
hukum, sebuah metode yang menawarkan penyelesaian konflik
yang lebih damai, pribadi, dan efisien. Penulis memberikan
wawasan mendalam tentang bagaimana mediasi tidak hanya
mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga membawa
keadilan yang lebih nyata dan dapat diakses bagi para pihak
yang teriibat. Dengan analisis kasus nyata, panduan praktis, dan
refleksi tentang kekuatan mediasi, buku ini menjadi sumber
penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan siapa saja yang
berkeinginan untuk memahami dan memanfaatkan potensi
mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Selamat menemukan
jalur baru menuju keadilan yang lebih berempati dan efektif.

v

Fu

AR LA

9" Tes2M 203205

o -

ota IKAF]
FISIFERNN

£

E



KEMANFAATAN HUKUM MELALUI
MEDIASI

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.
Dr. ERM. Toule, S.H, M.S
Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum.
Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.

)z

cevreka
media akrara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA



KEMANFAATAN HUKUM MELALUI MEDIASI

Penulis

Editor

Desain Sampul
Tata Letak
ISBN

No. HKI

Diterbitkan oleh

Redaksi:

: Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.

Dr. ERM. Toule, S.H, M.S
Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum.
Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.

: Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

: Eri Setiawan

: Salma Fathina Hanin

: 978-623-120-320-5

: EC00202421961

: EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh

isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,

termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman

lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

ii



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
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ideal dalam pelaksanaannya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
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BAB
PENDAHULUAN

Pesatnya globalisasi di berbagai bidang di kehidupan
masyarakat dunia secara umum dan masyarakat Indonesia secara
khusus dalam beberapa tahun terakhir ini, memberikan peluang
bagi masyarakat dalam menyampaikan ide-ide dan gagasann
antara lain dalam bidang hukum sebagai salah satu sub sistem
sosial dalam masyarakat. Hukum dalam realitasnya memiliki 3
(tiga) tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Pencapaian ketiga tujuan ini membutuhkan proses yang
berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang antara lain
disebutkan oleh L.M. Friedman yaitu substansi hukum, struktur
hukum dan budaya hukum.!

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur
hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum,
kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum).
Sedangkan budaya hukum menyangkut perilaku (hukum)
masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan
penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu

1 Herry Kandati, 2013. “Penerapan Mediasi oleh Lembaga Kepolisian Republik
Indonesia dalam Penangganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi
Justitia.”, Repository Universitas Sam Ratulangi Volume 1 Nomor 5,
Oktober-Desember, him. 103



BAB
KEBIJAKAN HUKUM

PIDANA

A. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini berasal dari bahasa Inggris
"Policy" atau dalam bahasa Belanda "Politiek" yang secara umum
dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi
untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula
aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau
menyelesaikan  urusan-urusan publik, masalah-masalah
masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan
perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan,
dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya
mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat
(warga negara)’®. Menurut Hoogerwerf pengertian kebijakan
adalah: “Semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan
upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu
masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang
terarah ” 16

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah
"kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah
"politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah
"politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai

15Barda Nawawi Arief, 2012, Kebijakan Legislatif dalam Penangqulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, Balai Penerbitan Undip, him.
23-24

16Sjahrir, 2015, Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab
Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta, PT Rineka Cipta, hal. 66.
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BAB
MEDIASI PENAL

A. Pengertian Mediasi

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan
dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi adalah proses negoisasi
pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak
bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari
kesepakatan bersama.’® Menurut Muzlih MZ sebagaimana
dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses
penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk mencapai untuk
memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai
penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral
(mediator). Mediasi Penal dikenal dengan istilah mediation in
criminal cases, mediation in penal matters, victim offendersmediation,
offender victim arrangement (Inggris), strafbemiddeling (Belanda),
der AuBergerichtliche Tatausgleich (Jerman), de mediation penale
(Perancis).%”

Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis)
Mediasi Penal (penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif
penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian
negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.* Sejalan
dengan itu Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai;

3% Khotbul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.10

37 Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar
Pengadilan, Semarag, Pustaka Magister, him.1
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BAB
PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA

A. Mediasi Sebagai Sebuah Sistem

Mediasi adalah salah satu sistem penyelesaian konflik
yang mendasar. Ada beberapa definisi mediasi. Ada juga
beragam pandangan tentang mediasi. Diskusi telah membahas
ideologi, kebijakan, proses, institusi, model, praktik dan
penerapan mediasi. Seringkali dibuat perbedaan antara model
mediasi teoritis dan mediasi dalam praktik. Pembedaan tersebut
telah  digunakan pada nama banyak buku dan
artikel.5® Terkadang kategorisasi ini mengacu pada perbedaan
antara pertanyaan teoretis tentang mediasi dan isu-isu yang
lebih praktis seperti teknik mediasi. Kadang-kadang digunakan
sebagai alat analisis dalam studi empiris untuk membedakan
antara model teoritis mediasi dan mediasi dalam kenyataan.

Penting untuk membedakan antara model mediasi
teoretis, sistem mediasi praktis dalam konteks, dan mediasi
dalam tindakan. Penggunaan tiga kategori memungkinkan kita
memperoleh kekuatan analitis yang lebih besar untuk
memandang mediasi sebagai suatu sistem. Terkadang sulit
untuk mengikuti pembahasan mediasi karena penulis tidak
selalu menceritakan konteks pendekatan mereka. Pembahasan

58 Lappi-Seppald T, Tonry M (2011) Crime, criminal justice and criminology
in Nordic countries. In: Tonry M, Lappi-Seppald T (eds) Crime and justice
in Scandinavia. Crime and justice, vol 40. The University of Chicago Press,
Chicago, pp 1-32
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BAB
PENUTUP

Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dapat diringkas
dalam dua aspek utama: karakteristik tindak pidana yang cocok
untuk mediasi dan kendala serta model ideal dalam
pelaksanaannya. Pertama, mediasi paling sesuai untuk tindak
pidana ringan, terutama bagi pelaku yang baru pertama Kkali
melakukan kesalahan. Tindak pidana berat seperti korupsi,
terorisme, dan narkoba tidak termasuk dalam kategori ini. Namun,
penyelesaian melalui mediasi menghadapi berbagai tantangan,
termasuk hukum yang belum mendukung penuh keadilan
restoratif, penegak hukum yang masih kaku dalam melaksanakan
peraturan, serta kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat
mengenai sistem ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa
pendekatan. Model ideal penyelesaian kasus pidana melalui
mediasi mencakup Information Mediation, Family and Community
Group Conference, dan Traditional Village atau Tribal Moots, yang
semuanya menekankan pada keterlibatan keluarga dan komunitas
serta pendekatan budaya dan moralitas. Saran yang diberikan
mencakup harmonisasi karakteristik tindak pidana yang cocok
untuk mediasi oleh kepolisian, perbaikan aspek substansi, struktur,
dan budaya hukum oleh legislatif, eksekutif, dan masyarakat, serta
penyesuaian regulasi oleh legislatif agar mediasi bisa lebih efektif
dalam penyelesaian tindak pidana, sekaligus mengubah paradigma
penegakan hukum dari retributif menjadi restoratif.
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